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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Kepemimpinan Kepala Madrasah 

1. Pengertian Kepala Madrasah 


Kepala madrasah terdiri dari dua kata yaitu “kepala dan madrasah”. Kata kepala dapat diartikan ketua atau pemimpin dalam suatu organisasi atau sebuah lembaga. Sedangkan madrasah merupakan tempat untuk mencerdaskan para peserta didik, menghilangkan ketidaktahuan atau memberantas kebodohan mereka sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.


Menurut Wahjosumidjo dikemukakan bahwa:

kepala sekolah dapat didefinisikan sebagai seorang tenaga fungsisonal guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah dimana diselenggarakan proses belajar, mengajar atau tempat dimana terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran.


Kepada madrasah merupakan seorang yang bertugas oleh pihak ketiga, untuk memimpin suatu lembaga pendidikan. Di dalam menjalankan tugasnya, kepala madrasah bertanggung jawab terhadap kualitas sumber daya manusia yang ada. Hal ini bertujuan agar mampu menjalankan tugas-tugas yang telah diberikan kepada mereka. Ini dilakukan dengan menggerakkan bawahan kearah tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. 


Kepala madrasah bertugas melaksanakan fungsi kepemimpinan, baik fungsi yang berhubungan  dengan  pencapain tujuan pendidikan maupun penciptaan iklim sekolah yang kondusif bagi terlaksananya proses belajar mengajar secara efektif dan efisien. Kepala madrasah yang berhasil apabila memahami keberadaan madrasah sebagai organisasi yang kompleks dan unik, dan mampu melaksanakan peranan kepala madrasah sebagai seorang yang diberi tanggung jawab untuk memimpin madrasah. 


Dapat diambil kesimpulan bahwa yang di maksud dengan kepemimpinan kepala sekolah adalah kemampuan menggerakkan semua personal satuan pendidikan atau madrasah dalam melaksanakan tugas pembelajaran sesuai dengan prinsip pedagodik atau tindakan (tingkah laku) diantara individu dan kelompok yang menyebabkan mereka bergerak kearah tercapainya tujuan pendidikan yang menambah penerimaan bersama bagi mereka.
 

2. Pengertian Kepemimpinan Kepala Madrasah


Kepemimpinan merupakan terjemahan dari “leadership” yang berasal dari leader yang artinya pemimpin, ketua, kepala.
 Dalam mendefinisikan pengertian kepemimpinan, para ahli berbeda-beda dalam mendefinisikannya, diantaranya:

a. Ahmad Rohani dan Abu Ahmadi mendefinisikan kepemimpinan adalah “seni atau kemampuan untuk mengkordinasikan dan menggerakkan seseorang individu atau kelompok kearah pencapaian tujuan yang diharapkan”.

b. Miftah Thoha menyatakan kepemimpinan adalah “suatu aktifitas untuk mempengaruhi orang-orang agar mau diarahkan untuk mencapai tujuan lembaga”.

c. Moch. Idochi Anwar juga menyarankan:

“kepemimpinan merupakan usaha yang dilakukan seseorang dengan segenap kemampuan untuk mempengaruhi, mendorong, mengarahkan, dan menggerakkan orang-orang yang dipimpin supaya mereka mau bekerja dengan penuh semangat dan kepercayaan dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi”.


Dari beberapa pengertian dari beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan (leadership) adalah proses kegiatan seseorang yang memiliki seni atau kemampuan untuk mempengaruhi, mengkoordinasikan menggerakkan individu-individu tanpa dipaksa dari pihak manapun agar dapat bekerja sama secara teratur dalam upaya mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan atau dirumuskan. 


Dalam kepemimpinan faktor pemimpin tidak dapat dilepaskan dari faktor orang yang dipimpin, keduanya saling tergantung sehingga yang satu tidak mungkin ada tanpa yang lain. Kepemimpinan merupakan proses interaksi antara kedua belah pihak yakni pemimpin dan yang dipimpin dalam relasi manusia (human relationship). Dari uraian tentang definisi kepemimpinan di atas, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan pendidikan adalah proses menggerakkan, mempengaruhi, memberikan motivasi dan mengarahkan orang-orang di lembaga pendidikan tertentu untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Untuk mewujudkan tugas tersebut setiap pemimpin pendidikan harus mampu bekerja sama dengan orang-orang yang dipimpinnya untuk memberikan motivasi agar melakukan pekerjaan secara ikhlas. 

3.
Fungsi Kepemimpinan Kepala Madrasah

Fungsi artinya jabatan (pekerjaan) yang dilakukan atau kegunaan sesuatu hal atau kerja suatu bagian tubuh. Sedangkan fungsi kepemimpinan berhubungan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan kelompak  atau organisasi masig-masing yang mengisyaratkan bahwa setiap pemimpin berada di dalam bukan di luar situasi tersebut fungsi kepemimpinan merupakan gejala sosial, karena harus diwujudkan dalam interaksi antar individu di dalam situasi suatu kelompok atau organisasi.

Sedangkan menurut Bernard yang di kutip oleh Burhanudin, menyebutkan fungsi kepemipinan meliputi, menentukan sasaran atau tujuan, manipulasi cara, perubahan tindakan dan merancang usaha-usaha yang terkoordinasi.
 

Fungsi seorang pemimpin, akan sangat menentukan kemana dan akan menjadi apa organisasi yang dipimpinnya. Sehingga dengan kehadiran seorang pemimpin akan membuat organisasi menjadi satu kesatuan yang memiliki kekuatan untuk berkembang dan tumbuh menjadi lebih besar. Begitu juga dengan kepala madrasah sebagai pemimpin lembaga pendidikan formal mempunyai peranan yang sangat penting dalam pemberdayaan tenaga kependidikan.

Secara operasional fungsi kepemimpinan, dapat di bedakan dalam lima fungsi pokok kepemimpinan, yaitu : 

1. Fungsi Instruksi

Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah pemimpin sebagai komunikasi merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, bilamana, dan dimana perintah itu dikerjakan agar keputusan dapat dilaksanakan secara efektif. Kepemimpinan yang efektif memerlukan kemampuan untuk menggerakkan dan memotivasi orang lain agar mau melaksanakan perintah.

2. Fungsi Konsultasi


Konsultasi itu dimaksudkan untuk memperoleh masukan berupa umpan balik (feed back) untuk memperbaiki dan menyempurnakan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Dengan menjalankan fungsi konsultasi dapat diharapkan keputusan-keputusan pimpinan, akan mendapat dukungan dan lebih mudah menginstruksikannya, sehingga kepemimpinan berlangsung efektif. 

3. Fungsi Partisipatif


Dalam menjalankan fungsi ini pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang di pimpinnya, baik dalam keikutsertaan mengambil keputusan maupun dalam melaksanakannya. Partipatif tidak berarti bebas berbuat semaunya, tetapi dilakukan secara terkendali dan terarah berupa kerjasama dengan tidak mencampuri atau mengambil tugas pokok orang lain. Keikutsertaan pemimpin harus tetap dalam fungsi sebagai pemimpin dan buka pelaksana.   

4. Fungsi Delegasi


Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang membuat/menetapkan keputusan, baik melalui persetujuan  maupun tanpa persetujuan dari pemimpin fungsi delegasi pada dasarnya berarti kepercayaan orang-orang penerima delegasi itu harus di yakini merupakan pembantu pemimpin yang memiliki kesamaan prinsip, persepsi dan aspirasi.   

5. Fungsi Pengendalian


Fungsi pengendalian bermaksud kepemimpinan yang sukses atau efektif mampu mengatur aktifitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Fungsi pengendalian dapat di wujudkan melalui kegiatan bimbingan, pengarahan dan pengawasan. Sedangkan menurut Burns, peran atau fungsi kepemimipinan (leadership function), adalah sebagai berikut : penentu arah, sebagai agen perubahan, juru bicara, dan pelatih.
   
B. Gaya Kepemimpinan 


Gaya kepemimpinan merupakan hasil interaksi antara pemimpin dan orang-orang yang dipimpinnya dalam berbagai keadaan yang mempengaruhinya. Gaya kepemimpinan yang menggambarkan perilaku dalam interaksi tersebut, bila di himpun berdasarkan kesamaannya yang dominant, akan menghasilkan berbagai tipe kepemimpinan yang tetap terlihat meskipun kondisi yang mempengaruhinya berubah-ubah, karena bersifat insedental. Dalam kondisi yang berbeda diperlukan analisa dan pemanfaatan setiap situasi yang dihadapi dan akan memberikan gambaran mengenai gaya kepemimpinan. 


Peranan pemimpin dalam suatu lembaga atau organisasi adalah sangat penting, bahkan dapat dikatakan amat menentukan dalam usaha pencapaian tujuan lembaga atau organisasi yang telah ditetapkan. Istilah gaya secara kasar adalah sama dengan cara mempergunakan di dalam mempengaruhi para pengikutnya.


Gaya (style) kepemimpinan membawa diri sebagai pemimpin membawa diri sebagai pemimpin. Cara ia berlagak dan tampil dalam menggunakan kekuasaannya. Pemimpin itu mempunyai sifat, kebiasaan, tempramen, watak dan kepribadian sendiri yang unik dan khas sehingga  tingkah laku dan gayanya yang membedakan dirinya dengan orang lain. Gaya atau style hidupnya pasti akan mewarnai perilaku dan tipe kepemimpinan.


Gaya kepemimpinan merupakan suatu pola perilaku seorang pemimpin yang khas pada saat mempengaruhi anak buahnya, apa yang dipilih oleh pemimpin untuk dikerjakan, cara pemimpin bertindak dalam mempengaruhi anggota kelompok membentuk gaya kepemimpinannya. Secara teoritis telah banyak dikenal gaya kepemimpinan, namun gaya mana yang terbaik tidak mudah untuk ditentukan. Adapun gaya kepemimpinan yang pokok atau dapat juga disebut ekstrem ada tiga macam yaitu:

a. Kepemimpinan yang otokrasi 


Tipe ini menempatkan atau menunjukkan kekuasaan pada satu orang. Pemimpin bertindak sebagai penguasa tunggal. Kedudukan dan tugas anak buah semata-mata hanya sebagai pelaksana keputusan, perintah dan bahkan kehendak pemimpin. Pemimpin memandang dirinya lebih dalam segala hal, dibandingkan dengan bawahannya. Kemampuan bawahan selalu dipandang rendah, sehingga dianggap tidak mampu berbuat sesuatu tanpa diperintah. 


Pemimpin yang otokrasi tidak menghendaki rapat-rapat atau musyawarah. Berkumpul atau rapat hanyalah berarti untuk menyampaikan instruksi-instruksi. Setiap perbedaan pendapat diantara anggota-anggota kelompoknya diartikan sebagai kepicikan, pembangkangan atau pelanggaran disiplin terhadap perintah atau instruksi yang telah ditetapkannya.


Kepemimpinan otoriter bilamana melimpahkan wewenang tidak dapat lain dari wewenang melaksanakan instruksi, yang pada dasarnya tidak mengandung hak untuk menetapkan jenis dan cara melaksanakan instruksi, yang pada dasarnya tidak mengandung hak untuk menetapkan jenis dan cara melaksanakan pekerjaan. Dengan kata lain dalam kepemimpinan ini sebenarnya tidak terdapat pelimpahan wewenang pada bawahan. Wewenang sepenuhnya berada pada satu orang yang berkedudukan sebagai pucuk pimpinan. Bawahan hanya menerima pelimpahan tanggung jawab melaksanakan keputusan atasan dengan hak veto untuk menghentikan atau mengubah kegiatan yang sedang dilaksanakan setiap saat bila atasan mengangggap suatu kegiatan tidak sesuai dengan kehendaknya. Dengan demikian secara sederhana dapat dikatakan bahwa dalam  suatu kegiatan tidak sesuai dengan kehendaknya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam kepemimpinan bentuk ini pelimpahan tanggung jawab tidak disertai pelimpahan wewenang. 


Kepemimpinan otoriter berdampak negatif dalam kehidupan berlembaga atau organisasi. Nawawi mengemukakan beberapa macam akibat-akibat negatif dari kepemimpinan otoriter di bidang pendidikan sebagai berikut:

a.  Guru menjadi orang penurut yang tidak mau dan tidak mampu berinisiatif dan takut mengambil keputusan. Kepemimpinan otoriter mematikan kreatifitas dan inisiatif guru, sehingga tidak mampu menciptaan kerja dan selalu bersifat menunggu instruksi atasan. Kepemimpinan ini tidak mengembangkan sifat-sifat kepemimpinan yang positif di kalangan guru-guru karena berpendapat lebih baik bekerja sesuai dengan perintah dari pada melaksanakan inisiatif sendiri yang akan dipandang salah dan dijatuhi sanksi. 

b. Guru dan murid dipaksa bekerja keras, patuh dan mekanis dengan diliputi perasaan takut dan ketegangan karena terus menerus dibayangi dengan ancaman hukuman. Mereka giat bekerja selama berada di bawah pengawasan atasannya dan menunggu kesempatan untuk bersantai atau melawan secara agresif bilamana mendapat kesempatan. Sikap itu muncul sebagai usaha untuk mendapat pengakuan tentang hak-haknya dalam kedudukan yang wajar di dalam organisasi. Disiplin dan kepatuhan hanya diwujudkan di depan atasan, sebaliknya dibelakang atasannya mereka menjadi orang-orang yang sulit dikendalikan.

c. Sekolah menjadi statis. Rapat dan musyawarah antara atasan dan guru atau guru dan guru, di pandang tidak perlu karena membuang waktu. Segala sesuatu cukup diputuskan oleh atasan saja agar lebih cepat dilaksanakan. Bilamana rapat atau pertemuan diadakan, maka sifatnya tidak lebih daripada sebagai alat untuk menyampaikan instruksi atau perintah-perintah dan kehendak atasan. Di samping itu kerap kali pertemuan diadakan sekedar untuk memberitahukan tentang tindakan-tindakan yang telah dilaksanakan tanpa dapat di bantah atau di koreksi. Pertemuan itu dilakukan untuk membenarkan tindakan-tindakan yang telah dilaksanakan itu dengan maksud mensahkan dukungan dari anggota lelompok yang di pimpin. Akibat dari sikap atasan seperti itu, maka kegiatan sekolah berlangsung secara statis dengan mengulangi secara terus menerus sesuatu yang di anggap paling benar atau tepat, tanpa ada usaha untuk melakukan perbaikan dan atau perubahan-perubahan.
   


Kepemimpinan Otoriter seperti tersebut di atas, pada dasarnya kurang tepat bilamana secara murni di laksanakan di lingkungan lembaga pendidikan. Kepemimpinan itu akan mengakibatkan pendidikan tidak mampu mengikuti perkembangan dan kemajuan masyarakat dan ilmu pengetahuan serta teknologi yang sangat besar pengaruhnya terhadap peningkatan mutu pendidikan dan relevansi lembaga pendidikan.

b.   Kepemimpinan Demokratis


Kepemimpinan gaya ini lebih berorientasi pada manusia dan memberikan bimbingan yang efisien pada bawahan. Dalam kepemimpinan ini setiap individu sebagai manusia diakui dan dihargai eksistensi dan perannya dalam memajukan dan mengembangkan lembaga. Dalam gaya kepemimpinan ini setiap kemauan, kehendak, kemampuan, buah pikiran, gagasan, pendapat, ide cerdas, minat dan perhatian dan lain-lain. Berbeda-beda pendapat antara individu, selalu dihargai dan disalurkan untuk kepentingan bersama.


Dalam menjalankan tugasnya, pemimpin selalu membagi tugas-tugas secara tuntas, dan sesuai dengan kemampuan anggotanya, dan tidak ada tugas yang tertinggal karena tidak ada yang melaksanakannya. Dengan kata lain setiap anggota mengetahui secara jelas wewenang dan tanggung jawab yang dilimpahkan kepadanya.


Pemimpin yang demokratis menyadari kekuatan kelompok adalah keseluruhan dari kekuatan-kekuatan anggotanya. Kalau ia ingin memperkuat kelompoknya maka ia akan memperkuat setiap anggotanya. Dengan kata lain apabila ia ingin meningkatkan kualitas kelompoknya, maka ia akan meningkatkan kualitas setiap anggota kelompoknya. Karena itu dalam kepemimpinan demokratis prinsip utama ialah mengikutsertakan semua orang dalam penetapan dan penentuan strategi sebagai usaha pencapaian tujuan bersama. Setiap pengambilan keputusan selalu didasarkan pada musyawarah dan mufakat. Sedangkan prinsip lain yang tidak kalah pentingnya ialah prinsip-prinsip pembinaan terhadap anggota kelompok yang terus menerus agar meningkatkan kualitasnya.
 Di lingkungan lembaga-lembaga pendidikan, kepemimpinan demokratis merupakan bentuk yang paling serasi karena memungkinkan setiap personal berpartisipasi secara aktif dalam mengembangkan dan memajukan organisasi sebagai wadah yang mengemban misi pendewasaan anak-anak. Dengan kepemimpinan ini setiap saran dan pendapat sebagai pencerminan inisiatif dan kreatifitas, selalu dipertimbangkan bersama untuk diwujudkan  demi kepentingan bersama. 
c.  
Kepemimpinan Laissez Faire (bebas)


Pada gaya kepemimpinan ini pemimpin tidak memimpin, dia hanya membiarkan kelompoknya berbuat semaunya sendiri. Pemimpin tidak berpartisipasi sedikitpun dalam kegiatan kelompoknya. Semua pekerjaan dikerjakan oleh bawahannya. Dan pemimpin dalam hal ini sebagai simbol atau lambang lembaga. Kepemimpinannya dijalankan dengan memberikan kebebasan kepada semua anggota dalam menetapkan keputusan dan melaksanakannya menurut kehendak masing-masing. 


Tipe kepemimpinannya ini merupakan kebalikan dari tipe kepemimpinan otoriter. Kepemimpinan dijalankan dengan memberikan kebebasan penuh pada orang-orang yang dipimpim dengan mengambil keputusan dan melakukan kegiatan menurut kehendak dan kepentingan masing-masing, baik secara perorangan maupun kelompok-kelompok kecil. Pemimpin hanya memfungsikan dirinya sebagai penasehat.
 Dengan demikian sepanjang orang yang dipimpin merasa mampu mengambil keputusan sendiri dan melaksanakannya sendiri pula, maka pemimpin tidak akan berfungsi. Kebebasan diberikan menurut kemauan orang-orang yang dipimpin, tidak terarah sehingga perwujudan kerja menjadi simpang siur, dan  wewenang menjadi tidak jelas dan tanggung jawab menjadi kacau.


Kepemimpinan Laissez Faire, pada dasarnya kurang tepat bila dilaksanakan secara murni di lingkungan lembaga pendidikan. Dalam kepemimpinan ini setiap anggota kelompok bergerak sendiri-sendiri, sehingga semua aspek manajemen administratif tidak dapat diwujudkan dan dikembangkan. Pemimpin yang Laissez Faire menganggap bahwa guru-guru atau anggota kelompoknya adalah orang-orang yang sudah dewasa dan sudah matang. Jadi mereka dapat mengatur dan mengarahkan dirinya sendiri. 


Tingkat keberhasilan organisasi atau lembaga yang dipimpin dengan gaya Laissez Faire semata-mata disebabkan karena kesadaran dan dedikasi beberapa anggota kelompok dan bukan karena pengaruh dari pemimpinnya. Di dalam tipe ini biasanya struktur organisasinya tidak jelas dan kabur. Segala kegiatan dilakukan tanpa rencana, yang terarah dan tanpa pengawasan dari pemimpin. 


Diantara ketiga tipe atau gaya kepemimpinan tersebut di atas, terdapat macam-macam variasi yang terbentuk dari campuran ketiganya. Adapun berbagai variasi gaya kepemimpinan yang dimaksud adalah seperti yang dikemukakan oleh Sondang P Siagian, seperti berikut:

a. Militeristis, memiliki sifat-sifat sebagai berikut:

1. Dalam menggerakkan bawahan sering menggunakan cara perintah

2. Dalam menggerekan bawahan senang bergantung pada pangkat/jabatan

3. Senang kepada formalitas yang berlabihan-lebihan

4. Menuntut disiplin yang tinngi dan kaku pada bawahan

5. Sukar menerima kritikan atau saran dari bawahannya

6. Menggemari upacara-upacara untuk berbagai keadaan

b. Paternalistis, memiliki ciri-ciri:

1. Menganggap bawahan sebagai manusia yang tidak dewasa.

2. Bersifat terlalu melindungi.

3. Jarang memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengambil keputusan

4. Hampir tidak pernah memberi kesempatan kepada bawahan untuk mengambil keputusan.

5. Hampir tidak pernah memberi kesempatan bawahan untuk berinisiatif sendiri.

6. Sering bersikap mana tahu 

c. Karismatis, memiliki ciri-ciri:

1. Mempunyai daya tarik yang besar, karena itu umumnya mempunyai pengikut yang besar jumlahnya.

2. Pengikutnya tidak dapat menjelaskan, mengapa mereka tertarik mengikuti dan menaati pemimpin itu.

3. Dia seolah-olah memiliki kekuatan gaib 

4. Karisma yang dimilikinya tidak tergantung pada umur, kekayaan, kesehatan, ataupun ketampanan si pemimpin. 


Pada prinsipnya kepemimpinan tidak hanya berkenaan dengan gaya yang ditampilkan oleh pemimpin karena tidak satu gayapun yang dapat diterapkan secara konsisten pada beragam situasi organisasi. Tidak ada kepemimpinan yang baik untuk semua situasi, sehingga masing-masing memiliki keunggulan yang berbeda-beda. Kepemimpinan selalu memberikan kesan yang menarik, karena dalam kepemimpinan diperlukan gaya dan sikap yang sesuai dengan iklim lembaga pendidikan.
 Gaya kepemimpinan merupakan suatu pola perilaku seorang pemimpin yang khas pada saat mempengaruhi anak buahnya, apa yang dipilih oleh pemimpin untuk dikerjakan, cara pemimpin bertindak dalam mempengaruhi anggota kelompok. Membentuk gaya kepemimpinan, namun gaya mana yang  terbaik tidak mudah untuk ditentukan. Untuk memahami gaya kepemimpinan tersebut dapat dikaji dari tiga pendekatan utama yaitu:

1. Pendekatan Sifat 


Pendekatan sifat mencoba menerangkan sifat-sifat yang membuat seorang berhasil. Pendekatan ini bertolak dari asumsi bahwa individu merupakan pusat kepemimpinan. Kepemimpinan di pandang sebagai sesuatu yang mengandung lebih banyak unsur individu, terutama pada sifat individu. Penganut pendekatan ini berusaha mengidentifikasikan sifat-sifat kepribadian yang dimiliki oleh pemimpin yang berhasil dan yang tidak berhasil. 


Menurut Sutrisno seperti yang dikutip Mulyasa, pendekatan sifat berpendapat bahwa:

Terdapat sifat-sifat tertentu seperti kekuatan fisik atau  keramahan yang esensil. Pada kepemimpinan yang efektif sifat-sifat pribadi yang tak terpisahkan ini seperti intelegensi dianggap bisa dialihkan dari satu situasi ke situasi lain. Karena tidak semua orang memiliki sifat ini. Hanyalah mereka yang memiliki yang bisa dipertimbangkan untuk menempati kedudukan kepemimpinannya.
  


Berdasarkan pendekatan sifat, bahwa keberhasilan seorang pemimpin ditentukan oleh sifat-sifat, perangai atau ciri-ciri yang dimiliki oleh pemimpin itu, sifat-sifat tersebut dapat berupa sifat fisik dan dapat pula sifat psikologis. Atas dasar pemikiran tersebut timbul anggapan bahwa untuk menjadi seorang pemimpin yang berhasil sangat ditentukan oleh kemampuan pribadi seorang pemimpin. 


Berdasarkan studi trait apporoach ada tiga macam sifat pribadi seseorang pemimpin yang meliputi:

a. Ciri-ciri fisik (physical characteristics) seperti tinggi badan, penampilan, energi.

b. Kepribadian (personality) seperti menjunjung tinggi harga diri, berpengaruh, stabilitas emosi.

c. Kemampuan atau kecakapan (ability) seperti kecerdasan umum, lancar berbicara keaslian dan wawasan sosial.


Demikianlah berdasarkan pendekatan sifat (the trait approach) keberhasilan seorang pemimpin tidak hanya dipengaruhi oleh sifat-sifat pribadi, melainkan ditentukan pula oleh kecakapan atau ketrampilan (skill) pribadi pemimpin. 

2. Pendekatan Tingkah Laku 


Pendekatan perilaku (behavioral approach) merupakan pendekatan yang berdasarkan pemikiran bahwa keberhasilan atau kegagalan kepemimpinan ditentukan oleh sikap dan gaya kepemimpinan yang dilakukan oleh pemimpin yang bersangkutan. Sikap dan gaya kepemimpinan itu tampak dalam kegiatan sehari-hari, dalam hal bagaimana cara pemimpin itu memberi perintah, membagi tugas dan wewenangnya, cara berkomunikasi, cara mendorong semangat kerja bawahan, cara menyelenggarakan dan memimpin rapat anggota, cara mengambil keputusan dan sebagainya. Dalam pendekatan ini perilaku seorang pemimpin mempunyai kecenderungan kedua hal yaitu: 


Pertama, Konsederasi (Consederation) ialah kecenderungan kepemimpinan yang menggambarkan hubungan akrab dengan bawahan. Perilaku ini mempunyai gejala-gejala seperti sifat seorang pemimpin yang ramah tamah membantu kepentingan bawahan, membela bawahan, bersedia menerima konsultasi bawahan memberikan kesejahteraan kepada bawahan dan sebagainya. 


Kedua, disebut struktur inisiasi (initiating structure) yaitu kecenderungan seorang pemimpin yang memberikan batasan-batasan antara peranan pemimpin dan peranan bawahan dalam mencapai tujuan organisasi. Tandanya adalah bawahan diberikan instruksi yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas, kapan, bagaimana pekerjaan dilakukan, hasil apa yang akan dicapai. Oleh karena itu pemimpin membuat berbagai standar yang perlu dilaksanakan dan dicapai oleh bawahan.
  Dalam pendekatan perilaku kepemimpinan ada beberapa teori yang dapat dipakai sebagai acuan atau rumusan untuk mengukur kepemimpinan yang efektif yaitu:

a. Teori Tanen Baum dan Schemed 



Teori ini menguraikan pendapatnya mengenai berbagai faktor yang mempengaruhi pilihan pemimpin akan gaya kepemimpinan, bahwa seorang pemimpin harus memperhatikan tiga macam kekuasaan yaitu: kekuasaan yang ada ditangan pemimpin,  kekuasaan yang ada ditangan bawahan dan kekuatan dalam situasi.
 

b.  Studi kepemimpinan Universitas Ohio 


Teori ini menyebutkan ada dua macam perilaku kepemimpinan yaitu initiating structure (struktur tugas) dan consideration (tenggang rasa). Yang dimaksud dengan initiating structure ialah cara pemimpin melukiskan hubungannya dengan bawahan dalam usaha menetapkan pola organisasi, saluran komunikasi, dan metode atau prosedur yang dipakai oleh dalam organisasi. Sedangkan yang dimaksud dengan consideration adalah perilaku yang berhubungan dengan persahabatan, saling mempercayai, saling menghargai dan keintiman hubungan antara pemimpin dan bawahannya.



Dari hasil penelitian lebih lanjut di temukan bahwa keluhan yang timbul dari para bawahan sangat sedikit apabila pemimpin sekaligus berperilaku struktur tugas dan tenggang rasa dengan sederajat yang sama-sama tinggi. Dan sebaliknya, banyak keluhan timbul dari bawahan jika pemimpin berperilaku struktur tugas dan tenggang rasa dengan derajat yang sama-sama rendah.

c. Studi Kepemimpinan universitas Michigan dan Renis Likert


Teori ini menyebutkan adanya dua macam perilaku kepemimpinan yaitu the job centered (terpusat pada pekerjaan) dan the employee centered (terpusat pada pekerja atau bawahan). Dari hasil penelitian mereka ditemukan bahwa pemimpin yang berorientasi pada pekerjaan dan menetapkan standar kerja yang kaku, mengorganisasikan tugas sampai kerincian yang kecil-kecil, menentukan metode kerja yang harus diikuti, dan mengawasi kerja karyawan secara ketat. Sedangkan pemimpin yang berorientasi pada karyawan mendorong partisipasi karyawan dalam menentukan sasaran dan keputusan lain yang menyangkut pekerjaan serta membantu memastikan prestasi kerja yang tinggi dengan membangkitkan kepercayaan dan penghargaan.

d. Kisi manajerial dari Blake dan Movtion



Dalam pendekatan ini dikenal adanya dua macam perilaku kepemimpinan yaitu perhatian terhadap produksi (conceren for production) dan perhatian terhadap orang (concern for people). Pada prinsipnya perilaku yang menekankan pada perhatian produksi memiliki ciri-ciri yang sama dengan struktur tugas, dan perilaku terpusat pada pekerjaan. Sedangkan perilaku perhatian terhadap orang memiliki ciri-ciri yang sama dengan perilaku tenggang rasa dan terpusat pada bawahan.
 

3. Pendekatan Situasional


Pendekatan situasional disebut juga kepemimpinan kontigensi. Pendekatan ini didasarkan pada asumsi bahwa keberhasilan kepemimpinan suatu lembaga atau organisasi tidak hanya tergantung  atau dipengaruhi oleh perilaku dan sifat-sifat pemimpin saja. Tiap organisasi atau lembaga memiliki ciri-ciri khusus dan unik. Bahkan organisasi atau lembaga sejenispun akan menghadapi masalah yang berbeda karena lingkungan yang berbeda, semangat dan watak bawahan yang berbeda. Situasi yang berbeda-beda ini harus dihadapi dengan perilaku kepemimpinan yang berbeda pula. Karena banyaknya kemungkinan yang banyak dipakai dalam menerapkan perilaku kepemimpinan itu sesuai dengan situasi organisasi atau lembaga, maka pendekatan situasional ini disebut juga pendekatan kontigensi, sesuai dengan kata kontigensi yang berarti kemungkinan.


Pendekatan situasional diartikan sebagai pendekatan terhadap kepemimpinan yang yang menyatakan bahwa pemimpin memahami perilaku, sifat bawahannya, dan situasi sebelum menggunakan gaya atau tipe kepemimpinan tertentu. Pendekatan ini mensyaratkan pemimpin untuk memiliki kemampuan untuk mendiagnosa dalam perilaku manusia. Pendekatan situasional atau pendekatan kontigensi melahirkan beberapa model kepemimpinan :

1. Model kepemimpinan kontigensi Fielder


Model ini dikembangkan oleh Fred F Fielder. Dia berpendapat bahwa keberhasilan seorang pemimpin tidak hanya ditentukan oleh suatu gaya kepemimpinan yang diterapkannya. Dengan kata lain tidak ada seorang pemimpin yang dapat berhasil hanya dengan menerapkan satu macam gaya untuk semua situasi. Seorang pemimpin akan cenderung berhasil dalam menjalankan kepemimpinannya apabila menerapkan gaya kepemimpinan yang berlainan untuk menghadapi situasi yang berbeda. Menurut pendekatan ini, ada tiga variabel yang menentukan efektif tidaknya kepemimpinan yaitu 1) hubungan antara yang di pimpin dengan pemimpinan,  2) derajat struktur tugas, 3) kedudukan kekuasaan pemimpinan.
  


Berdasarkan tiga dimensi tersebut, Fiedler menentukan dua jenis gaya kepemimpinan dan dua tingkat yang menyenangkan. Pertama, gaya kepemimpinan yang mengutamakan tugas , yaitu ketika pemimpin merasa puas jika tugas bisa dilaksanakan. Kedua, gaya kepemimpinan yang mengutamakan pada hubungan kemanusiaan, hal tersebut menunjukan bahwa efektifitas kepemimpinan bergantung kepada tingkat pembauran antara gaya kepemimpinan dengan tingkat kondisi yang menyenangkan dalam situasi tertentu.
  Situasi akan menyenangkan apabila :

a. Pemimpin di terima oleh bawahannya

b. Tugas-tugas dan tanggung jawab, wewenang ditentukan secara jelas dan sesuai dengan fungsinya.

c. Penggunaan otoritas dan kekuasaan secara formal diterapkan pada posisi pemimpin.

2. Model kepemimpinan tiga dimensi


Pendekatan atau model kepemimpinan ini dikemukakan oleh William S. Reddin. Model ini dinamakan model tiga dimensi karena dalam pendekatannya menghubungkan tiga kelompok gaya kepemimpinan yang di sebutnya gaya dasar, gaya efektif  dan gaya tak efektif menjadi satu kesatuan. Gaya kepemimpinan Reddin sama dengan jaringan manajemen, memiliki empat gaya dasar kepemimpinan, yaitu 
integrated, related, separated, dan dedicated. Reddin menyatakan bahwa  keempat gaya tersebut dapat menjadi efektif dan tidak efektif tergantung pada situasi. 

3. Model kepemimpinan situasional Hersy Blanchard



Penekanan teori kepemimpinan situasional adalah pada pengikut dan tingkat kematangan mereka. Para pemimpin harus menilai secara benar atau intuitif mengetahui tingkat kematangan pengikut-pengikutnya dan kemudian menggunakan gaya kepemimpinan yang sesuai dan tingkatan tersebut.

C. Strategi Pemberdayaan Guru Pendidikan Agama Islam (PAI)
1. Konsep Pemberdayaan Guru PAI

Pemberdayaan adalah terjemahan dari kata empowerment, yang berasal dari kata empower yang mengandung dua pengertian, 1) to give power to (memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas pada pihak lain), 2) To give ability to enable (usaha untuk memberi kemampuan). Pemberdayaan adalah upaya penyediaan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan ketrampilan kepada seseorang untuk meningkatkan kapasitas dalam menentukan kehidupan mereka dan untuk berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan komunitasnya. Pemberdayaan harus ditujukan untuk pengembangan  masyarakat (komunitasnya).


Dalam bahasa Indonesia, pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya”, yang berarti kekuatan atau tenaga,
 ada juga yang mengartikan sebagai potensi yang dapat menggerakkan sesuatu.
 Namun secara umum diartikan lebih berdaya dari sebelumnya baik dalam hal wewenang, tanggung jawab maupun kemampuan individual manusia.


Dari definisi di atas, dapat di mengerti bahwa pemberdayaan adalah suatu usaha untuk meningkatkan daya atau kekuatan yang ada menjadi lebih, sehingga dengan peningkatan daya dan kekuatan tersebut, seorang menjadi lebih berdaya dari sebelumnya. Daya yang bersumber dari manusia akan memiliki kemampuan (competency) yaitu pengetahuan (knowledge), ketrampilan (skill) dan sikap (attitude). Pemberdayaan sumber daya manusia (empowering of human resources atau empowerment of human recourses) merupakan suatu aspek manajemen yang sangat kunci dan strategis, karena sumber daya manusia yang akan memberi daya terhadap sumber-sumber lainnya dalam suatu manajemen untuk mencapai tujuan. 


Aspek penting lain dari pemberdayaan adalah bahwa pemberdayaan   membebaskan kreatifitas karyawan. Konsep pemberdayaan berarti memberikan karyawan suatu pekerjaan untuk dilakukan dan kebebasan bagi mereka untuk melakukannya secara kreatif. Ini berarti pengakuan terhadap berbagai potensi guru/karyawan untuk diaktualisasikan melalui pembinaan dan penyediaan iklim yang kondusif serta melakukan pekerjaan secara kreatif.


Keberhasilan  lembaga pendidikan dalam mengemban misinya sangat ditentukan oleh mutu keinterelasian unsur-unsur sistemik yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas proses transformasi dan mutu hasil kerja institusi pendidikan, seperti tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, biaya, anak didik, masyarakat dan lingkungan pendukungnya. Dari sekian banyak sub sistem yang memberikan kontribusi terhadap kualitas proses dan keluaran pendidikan, dalam makna educational outcomes, sub sistem tenaga kependidikan telah memainkan peranan yang paling esensial.


Tenaga kependidikan  yang bermutu tidak akan terwujud dengan baik tanpa diberdayakan dengan baik. Tenaga kependidikan yang diberdayakan berarti tenaga kependidikan tersebut ditingkatkan kemampuan profesionalnya dan  kemudian diberikan kewenangan yang proposional karena karekteristik pemberdayaan itu hakekatnya adalah To give ability or enable dan to give authority. Dengan begitu tenaga kependidikan khususnya Guru PAI akan berada dalam suasana terbuka, terbuka dalam mengembangkan potensi, kreatifitas, dan kemampuan berimprovisasi tanpa dibelenggu oleh ketentuan-ketentuan sekolah yang biasanya diterapkan secara kaku. Suasana terbuka dapat membantu mengaktualisasikan diri. Tenaga kependidikan yang berada di sekolah-sekolah terbuka suasananya, nampak semangat kegembiraan yang sangat tinggi.

2. Strategi Pemberdayaan Guru PAI 

Tingkat keberhasilan suatu proses pendidikan Islam dalam suatu madrasah sangat dipengaruhi oleh keberhasilan pimpinannya  dalam mengelola guru PAI. Dalam hal ini pemberdayaan Guru PAI di madrasah, konsep Castetter dalam pengembangan sumber daya manusia (PSDM) dapat dijadikan bahan pembanding dalam pengembangannya. Secara operasional, penerapan konsep Castetter dalam pengembangan tenaga kependidikan  (guru PAI) di Indonesia dapat diidentifikasikan ke dalam strategi umum dan strategi khusus.
a. Strategi umum 


Pertama, pengembangan Guru PAI harus dilakukan berdasarkan rencana kebutuhan yang jelas dengan demikian tidak akan terjadi ketimpangan antara kebutuhan akan guru PAI dengan kemampuan yang tersedia. 


Kedua, dalam dunia pendidikan perlu senantiasa dikembangkan sikap dan kemampuan professional. Seorang Guru PAI harus mampu untuk tidak tergantung pada pekerjaan yang diberikan oleh orang lain. Untuk kepentingan tersebut, perlu dikembangkan bukan saja, pengetahuan dan kewirausahaan, akan tetapi juga sikap, inisiatif dan kepercayaan atas kemampuan diri. 


Ketiga kerjasama dunia pendidikan dengan perusahaan perlu terus menerus dikembangkan, terutama dalam memanfaatkan perusahaan untuk laboratorium praktek dan objek studi. 

b. Strategi khusus 


Strategi khusus adalah strategi yang langsung berkaitan dengan pergembangan dan peningkatan pengelolaan guru PAI yang lebih efektif, strategi tersebut berkaitan dengan kesejahteraan, pendidikan prajabatan calon guru PAI, rekrutmen dan penempatan, pembinaan mutu guru PAI dan pengembangan karier. 


Pertama, dalam kaitannya dengan kesejahteraan perlu diupayakan hal sebagai berikut: 1) gaji guru PAI perlu senantiasa disesuaikan agar mencapai standar yang wajar bagi kehidupan guru PAI dan keluarganya, 2) peningkatan kesejahteraan guru PAI yang dilakukan oleh pemerintah pusat harus diikuti oleh pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan orang tua sejalan dengan otonomi daerah, masyarakat, dunia usaha, dan orang tua sejalan dengan otonomi daerah yang sedang bergulir, 3) untuk memenuhi kebutuhan guru PAI di daerah terpencil, perlu diberlakukan sistem kontrak, dengan sistem imbalan  yang lebih baik dan menarik. 


Kedua, pendidikan prajabatan perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) memperbaiki sistem pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan, 2) perlu dilakukan reorientasi program pendidikan agar tidak terjadi ketimpangan guru PAI, 3) pendidikan guru PAI perlu dipersiapkan secara matang melalui sistem pendidikan yang bermutu. 


Ketiga, rekrutmen dan penempatan guru PAI perlu memperhatikan hal sebagai berikut: 1) rekrutmen guru PAI harus berdasarkan seleksi yang mengutamakan mutu, 2) sejalan dengan semangat otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan maka rekrutmen guru PAI perlu didasarkan atas kebutuhan wilayah dengan cakupan kabupaten dan kota, 3) perlu dilakukan sistem pengangkatan, penempatan, dan pembinaan guru PAI yang memungkinkan para calon guru PAI mengembangkan diri dan kariernya secara leluasa, sehingga mereka dapat mengembangkan kemampuannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. 


Keempat, peningkatan mutu guru PAI perlu memperhatikan hal sebagai berikut: 1) perlu senantiasa dilakukan peningkatan kemampuan, guru PAI agar dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien, 2) peningkatan mutu guru PAI dapat dilakukan melalui pendidikan formal, informal, dan non formal, dalam hal ini lembaga-lembaga diklat dilingkungan dinas pendidikan nasional perlu senantiasa dioptimalkan perannya sesuai dengan tugas dan fungsinya, 3) sesuai dengan prinsip peningkatan mutu berbasis sekolah (school based quality management) dan semangat desentralisasi, sekolah perlu diberi  kewenangan yang lebih besar untuk memacu mutu pendidikan. 


Pengembangan konsep Castetter dalam PSDM (pengembangan sumber daya manusia) kependidikan, diharapkan SDM Indonesia dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan pembangunan, khususnya yang dilakukan melalui pendidikan, baik formal, informal maupun non formal. Konsep yang ditawarkan oleh Castter memberikan gambaran yang utuh tentang PSDM, khususnya dalam manajemen tenaga kependidikan.


Kegiatan pengembangan tenaga kependidikan dilakukan atas prakarsa institusi, kelompok, maupun individu. Dilihat perspektif institusi, kegiatan ini dimaksudkan untuk merangsang, memelihara, dan meningkatkan kualitas staf dalam memecahkan masalah-masalahnya. Pengembangan tenaga kependidikan atas prakarsa institusi adalah penting, namun yang tidak kalah pentingnya adalah prakarsa personal tenaga kependidikan untuk menjalani proses profesionalisasi.


Tenaga kependidikan merupakan salah satu kunci utama berhasil atau tidak gerakan pendidikan dalam rangka memenuhi standar mutu, baik standar dan pelayanan pendidikan pada umumnya. Pendidikan, pelatihan dan pengembangan merupakan proses pendidikan yang ditempuh oleh tenaga kependidikan pada saat menjalani tugas-tugas kedinasan.  Pendidikan, pelatihan dan pengembangan di organisasikan secara beragam dengan tujuan meningkatkan keterampilan, sikap, pemahaman atau performasi yang dibutuhkan tenaga kependidikan saat ini dan di masa mendatang. 


Istilah pelatihan dan pengembangan adakalanya berbeda makna.  Pembedaan tersebut didasari atas pemikiran bahwa pelatihan dimaksudkan untuk membantu meningkatkan kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas sekarang. Sedangkan pengembangan lebih berorientasi pada peningkatan produktivitas para pegawai di masa depan. Kegiatan pendidikan, pelatihan dan pengembangan di lingkungan pendidikan merujuk pada peluang-peluang belajar yang sengaja di desain untuk membantu pertumbuhan professionalisme tenaga kependidikan. 


Berkenaan dengan pemberdayaan tenaga kependidikan, bahwa inti dari pemberdayaan itu sendiri meliputi tiga hal yaitu pengembangan, memperkuat potensi/daya, terciptanya kemandirian.
 Strategi yang tepat untuk memberdayakan tenaga kependidikan khususnya guru PAI, diantara lain:

1) Memberdayakan tenaga kependidikan melalui kerjasama atau kooperatif dimaksudkan bahwa dalam peningkatan profesionalisme tenaga kependidikan di sekolah, kepala sekolah harus mementingkan kerjasama dengan tenaga kependidikan dan pihak lain yang terkait dalam melaksanakan setiap kegiatan.

2) Memberi kesempatan kepada para tenaga kependidikan untuk meningkatkan profesinya. Dalam hal ini kepala sekolah harus bersikap demokratis dan memberikan kesempatan kepada seluruh tenaga kependidikan untuk mengembangkan potensinya secara optimal. Misalnya memberi kesempatan kepada bawahan untuk meningkatkan profesinya melalui berbagai penataran dan lokakarya sesuai dengan bidangnya.

3) Mendorong keterlibatan seluruh tenaga kependidikan, dimaksudkan bahwa kepala sekolah harus berusaha untuk mendorong keterlibatan semua tenaga kependidikan dalam setiap kegiatan di sekolah (partisipatif). Dalam hal ini kepala sekolah bisa berpedoman pada 8 asas yaitu:

(a) Asas tujuan, bertolak dari anggapan bahwa kebutuhan tenaga kependidikan akan harga dirinya mungkin dicapai dengan turut menyumbang pada suatu tujuan yang lebih tinggi.

(b) Asas keunggulan, bertolak dari anggapan bahwa kebutuhan tenaga kependidikan membutuhkan kenyamanan serta harus memperoleh kepuasan dan memperoleh penghargaan pribadi.

(c) Asas mufakat, dalam hal ini kepala sekolah harus mampu menghimpun gagasan bersama serta membangkitkan tenaga kependidikan untuk berpikir kreatif dalam melaksanakan tugasnya.

(d) Asas kesatuan, kepala sekolah harus berusaha untuk menjadikan tenaga kependidikan sebagai pengurus upaya-upaya pengembangan sekolah. Hal ini penting untuk menumbuhkan rasa kepemilikan pada tenaga kependidikan terhadap sekolah tempat mereka melaksanakan tugas. 

(e) Asas persatuan, kepala sekolah harus mampu mendorong para tenaga kependidikan untuk meningkatkan profesionalismenya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan dan misi sekolah. Hal ini dapat dilakukan misalnya dengan sistem imbalan terhadap setiap kegiatan yang dilakukan oleh bawahan.

(f) Asas empirisme, kepala sekolah harus mampu bertindak berdasarkan atas nilai dan angka-angka yang menunjukkan prestasi tenaga kependidikan, karena data yang memuat semua komponen sekolah memegang peranan yang sangat penting.

(g) Asas keakraban, kepala sekolah harus berupaya menjaga keakraban dengan para tenaga kependidikan, agar tugas-tugas dapat dilaksanakan dengan lancar.

(h) Asas integritas, kepala sekolah harus memandang bahwa peran kepemimpinannya merupakan suatu komponen kekuasaan untuk menciptakan dan memobilisasi energi seluruh tenaga kependidikan untuk melaksanakan dan menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.


Kemampuan memberdayakan tenaga kependidikan di sekolah harus diwujudkan dengan pemberihan arahan secara dinamis, pengkoordinasian tenaga kependidikan dalam pelaksanaan tugas,  pemberian hadiah (reward) bagi mereka yang berprestasi, dan pemberian hukuman (punishment) bagi yang kurang disiplin dalam melaksanakan tugas.


Keberhasilan pendidikan di sekolah sangat ditentukan oleh keberhasilan kepala sekolah dalam mengelola tenaga kependidikan yang tersedia di sekolah. Dalam hal ini, peningkatan produktivitas dan prestasi kerja dapat dilakukan dengan meningkatkan perilaku tenaga kependidikan di sekolah melalui aplikasi berbagai konsep dan teknik manajemen personalia modern.


Manajemen tenaga kependidikan di sekolah bertujuan untuk mendayagunakan tenaga-tenaga kependidikan secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang optimal, namu tetap dalam kondisi yang menyenangkan. Sehubungan dengan itu, fungsi manajemen tenaga kependidikan di sekolah yang harus dilaksanakan kepala sekolah adalah menarik, mengembangkan, menggaji dan memotifasi tenaga kependidikan guna mencapai tujuan pendidikan secara optimal, membantu tenaga kependidikan mencapai posisi dan standar perilaku, memaksimalkan perkembangan karier, serta menyelaraskan tujuan individu, kelompok dan organisasi. 


Pelaksanaan manajemen tenaga kependidikan di Indonesia sedikitnya mencakup tujuh kegiatan utama yaitu perencanaan tenaga kependidikan, pengadaan tenaga kependidikan, pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan, promosi dan mutasi, pemberhentian tenaga kependidikan, kompensasi dan penilaian tenaga kependidikan. Semua itu perlu dilakukan dengan baik dan benar agar diharapkan tercapainya ketersedianya tenaga kependidikan yang diperlukan dengan kualifikasi dan kemampuan yang sesuai serta dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik. 


Kualitas  program pendidikan bergantung tidak saja pada konsep-konsep program yang cerdas tapi juga pada para personel sekolah yang mempunyai kesanggupan dan keinginan berprestasi. Tanpa personel yang cakap dan efektif, program pendidikan yang dibangun di atas konsep yang cerdas serta dirancang dengan telitipun dapat tidak berhasil. Pentingnya kesanggupan dan gairah personil sekolah dalam pelaksanaan program telah mendorong banyak kepala sekolah untuk menuntut tanggung jawab lebih besar dalam seleksi, pengangkatan, dan pengembangan personil.


Seorang personil yang telah di terima sebagai anggota staf baik sebagai pengajar ataupun bukan pengajar dalam suatu sistem sekolah perlu berkembang atau dikembangkan terus. Bentuk-bentuk pengembangan tenaga kependidikan, dapat di selenggarakan sebagai berikut :

a. Kursus-kursus penataran 

Kursus-kursus ini dimaksudkan untuk “menyegarkan” dan “meningkatkan” pengetahuan dan ketrampilan, seperti diketahui ilmu dan teknologi itu berkembang sangat pesat, sehingga personel dengan pengetahuan dan ketrampilan yang pernah dimiliki harus selalu “up to date”.  Dengan demikian ia tidak boleh ketinggalan dalam pengembangan profesi keahliannya, penyelenggaraannya dapat bekerja sama dengan instansi-instansi yang bersangkutan.

b. Latihan “vestibule”

Latihan ini diselenggarakan bila sejumlah besar personil harus dilatih dengan segera. Latihan “vestibule” ini lebih banyak menekankan pada mengajarkan teknik-teknik yang paling baik, sehingga menjadi terbiasa dalam pekerjaan rutin.

c. Latihan “on the job”

Dalam latihan “on the job” ini personil yang baru itu ditugaskan mengenai suatu pekerjaan spesifik dalam sebuah kantor atau laboratorium. Ia dibimbing oleh seorang tenaga yang berpengalaman, seorang instruktur ahli atau oleh supervisornya. 

d. Pengajaran “berprogram”

Pengajaran “berprogram” merupakan suatu metode latihan yang didasarkan pada penemuan ahli ilmu jiwa. Pengajaran “berprogram” mempergunakan mesin mengajar, tape recorder, buku yang disusun secara berprogram dan sebagainya. 

Menurut Pink (1988) dalam studi tentang effect development for urban school improvement yang di kutip oleh Sudarman Danim, menemukan sejumlah kendala dalam pengembangan staf tenaga kependidikan, yaitu:

1) Keakuratan waktu implementasi, termasuk terlalu sedikitnya waktu bagi guru untuk menyusun rencana dan belajar keterampilan dan praktik baru.

2) Kurang berkesinambungan dukungan kantor pusat bagi kegiatan itu.

3) Terbatasnya dana yang tersedia.

4) Terbatasnya asisten teknikal dan segala bentuk insentif bagi pengembangan staf

5) Kurangnya kesadaran mengenai keterbatasan penfetahuan guru dan non guru mengenai cara untuk mengimplementasikan proyek.
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